



Syarat-syarat kenaikan pangkat regular (KPO) jabatan pelaksana/non eselon: 
1. Fotocopy SK Pangkat Terakhir dilegalisir.
2. Fotocopy SK Penyesuaian Masa kerja di legalisir (jika ada).
3. Fotocopy Ijazah Pendidikan terakhir.
4. Fotocopy SK alih status bagi yang mutasi dari luar provinsi dilegalisir.
5. Fotocopy SK mutasi terakhir antar Perangkat Daerah dilegalisir.
6. Asli Surat Tugas dengan jabatan yang sesuai dengan Permenpan No. 41 Tahun 2018.
7. Surat Keterangan Atasan Langsung.
8. Fotocopy Sertifikat ujian dinas bagi yang akan naik pangkat dari golongan I/d ke II/a, II/d ke III/a dan III/d ke IV/a dilegalisir.
9. Fotocopy Penilaian Prestasi Kerja tahun 2 (dua) tahun terakhir dilegalisir (nama jabatan harus dicantumkan (jangan staf/pelaksana), nilai capaian dan setiap unsur penilaian minimal Baik (kategori Baik minimal angka 76), tanggal ditetapkan SKP diawal tahun/awal jabatan, tanggal capaian ditetapkan diakhir tahun/ akhir jabatan, bagi PNS yang pindah/mutasi (SKP dan realisasi dibuat 2 (dua) sesuai nama jabatan dengan penilaian dibagi 2).




Syarat-syarat kenaikan pangkat pilihan: (eselon):
1. Fotocopy SK CPNS dan PNS dilegalisir.
2. Fotocopy SK Pangkat terakhir dilegalisir.
3. Fotocopy SK Penyesuaian Masa kerja di legalisir (jika ada).
4. Fotocopy SK Jabatan dan Surat Pernyataan Pelantikan terakhir dilegalisir.
(bagi yang promosi dari eselon IV ke eselon III untuk melampirkan riwayat SK jabatan dan Surat Pernyataan Pelantikan minimal 4 tahun sebelum promosi)
5. Fotocopy alih status bagi yang mutasi dari luar provinsi dilegalisir.
6. Fotocopy STTPL Penjenjangan ( Pim 4, 3, 2 ) dilegalisir.
7. Fotocopy Ijazah Pendidikan terakhir.
8. Fotocopy sertifikat ujian dinas bagi yang akan naik pangkat dari golongan III/d ke IV/a dilegalisir.
9. Fotocopy SK Pembebasan dari Jabatan Fungsional bagi PNS yang alih jabatan ke Jabatan Struktural dilegalisir.
10. Surat Keterangan Atasan Langsung
11. Fotocopy Penilaian Prestasi Kerja tahun 2 (dua) tahun terakhir dilegalisir, nilai capaian dan setiap unsur penilaian minimal Baik (kategori Baik minimal angka 76), tanggal ditetapkan SKP diawal tahun/awal jabatan, tanggal capaian ditetapkan diakhir tahun/ akhir jabatan, bagi PNS yang pindah/mutasi (SKP dan realisasi dibuat 2 (dua) sesuai nama jabatan dengan penilaian dibagi 2). 















Syarat-syarat kenaikan pangkat pilihan: (Jabatan Fungsional (JF)/JF Guru):
1. Fotocopy SK CPNS dan PNS dilegalisir.
2. Fotocopy SK Pangkat terakhir dilegalisir.
3. Fotocopy SK Penyesuaian Masa kerja di legalisir (jika ada).
4. Fotocopy SK Jabatan Fungsional terakhir dilegalisir .
5. Fotocopy SK Kenaikan Jabatan Fungsional dilegalisir.
6. Fotocopy Sertifikat LULUS Uji Kompetensi dilegalisir.
7. Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) bagi PNS JF (PAK Pertama dan Riwayat PAK dari Pangkat Terakhir).
8. Fotocopy alih status bagi yang mutasi dari luar provinsi dilegalisir.
9. Fotocopy Ijazah Pendidikan terakhir.
10. Fotocopy sertifikat pendidik dan sertifikat program induksi bagi JF guru yang pertama kali mengajukan kenaikan pangkat melalui Angka Kredit dilegalisir.
11. Fotocopy Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir dilegalisir, nilai capaian dan setiap unsur penilaian minimal Baik (kategori Baik minimal angka 76), tanggal ditetapkan SKP diawal tahun/awal jabatan, tanggal capaian ditetapkan diakhir tahun/akhir jabatan, bagi PNS yang pindah (SKP dan realisasi dibuat 2 (dua) sesuai nama jabatan), bagi JF untuk capaian realisasinya, nilai Angka Kredit harus sama dengan PAK yg telah ditetapkan. 


Syarat-syarat kenaikan pangkat pilihan (penyesuaian ijazah):
1. Fotocopy SK CPNS dan PNS dilegalisir.
2. Fotocopy SK Pangkat terakhir dilegalisir.
3. Fotocopy SK Penyesuaian Masa kerja di legalisir (jika ada).
4. Surat Izin Belajar dilegalisir.
5. Fotocopy Ijazah dan Transkrip Nilai Pendidikan terakhir dilegalisir (Universitas/Sekolah Tinggi).
6. Print out forlap.ristekdikti.go.id/mahasiswa.
7. Asli Surat Keterangan dari kampus yang menerangkan bahwa yang bersangkutan mengikuti perkuliahan kelas regular. 
8. Fotocopy Sertifikat Ujian Penyesuaian dilegalisir.
9. Uraian Tugas sesuai disiplin ilmu dengan jabatan berdasarkan Permenpan No. 41 Tahun 2018 dan ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II).
10. Fotocopy alih status bagi yang mutasi dari luar provinsi dilegalisir.
11. Fotocopy Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir dilegalisir (nama jabatan harus dicantumkan (jangan staf/pelaksana), nilai capaian dan setiap unsur penilaian minimal Baik (kategori Baik minimal angka 76), tanggal ditetapkan SKP diawal tahun/awal jabatan, tanggal capaian ditetapkan diakhir tahun/akhir jabatan, bagi PNS yang pindah (SKP dan realisasi dibuat 2 (dua) sesuai nama jabatan).
12. PNS tugas belajar melampirkan:
· Fotocopy SK Tugas Belajar dilegalisir.
· Fotocopy SK Pembebasan Tugas dari Jabatan Fungsional/Jabatan Eselon dilegalisir.
· Asli Surat Pengembalian dari Kampus telah selesai Tugas Belajar. 
· Fotocopy SK Penerimaan dan Penempatan Kembali PNS Tugas Belajar dilegalisir.
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